Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P2017/PA TLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatubkan penetapan dalam perkara
Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh

Sattu Hasan bin H.Hasan, tempat tanggal lnhir Kertasari, 03 Desember 1952, umur
64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Padak
Baru, RT 006 RW 003, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon I

Satira binti Juma' tempat tanggal Kertasari 10 Juli 1964, umur $1 tahun, agama
Islam, pekenaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Padak Baru,
RT006 RW 003 Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai - “Pemohon I1™

Selanjutnya discbut sebagai Para Pemohon

= Pengadilan Agama tersebut |
= Telah membaca berkas perkara,
= Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti:
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon 11 dengan surat permohonannya
tertanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama
Taliwang dengan register Nomor 0112/Pdt P2017/PA TLG tanggal 13 Oktober
2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa pada tanggal 12 Juni 1987, para Pemohon melangsungkan permikahan
menurut agama Islam di Dusun Padak Baru, RT 006 RW 003, Desa Labuhan
Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

Bahwa pada saat permikahan tersebut Pemohon | (Sattu Hasan bin H Hasan)
berstatus duda mati dalam usia 35 whun dan Pemohon 11 berstatus perawan
dalam usia 17 tahun, pemikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak laki-
lnki Pemohon 11 Salehuddin dan saksi nikah 2 (dua) orang bemama H Nunmg
dan H.Raila dengan maskawin lahan kebun kelapa seluas 5.000 M2;

Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon 11 tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan permkahan, bwik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Bahwa sclama pemikahan Pemohon | dan Pemohon 11 hidup rukun dan telah

dikarunia 4 orang anak bernama Ranniasa, Juli Arsizah, Agusting dan Nand:
Muhamdika;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikshan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon
tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah
karena pemikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempal, dengan alas an kelalman para Pemohon dan factor
ekonomi, sementara saat my para Pemohon membutubkan akta mkah tersebut
untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak juga untuk kepentingan
hokum lainnya;

Bahwa tjuan Pemohon | dan Pemohon [1 mengajukan permohonan mi adalah
dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah;
Pemohon mohon agar dibebaskan dan biaya perkara, dengan alasan karena
miskin,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amamya berbunyi sebagai berikut;
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PRIMER

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon |

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon 11 yang dilaksanakan di
pada tanggal 12 Juni 1987 di laksanakan di Desa Labuhan Kertasari. Kecamatan
Taliwang. Kabupaten Sumbawa Barat:

3. Membebaskan biaya perkara menunut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnva |

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku Il (Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) maka perkara i telah
diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2017:

Memmbang, bshwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim 1elah  berusaha
manbaikanpmguﬂ\mdmpmjdunnluhmpmbakﬂmdnimihhmymg
tercatat (isbat mkah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang. bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

I. Fotokopi KTP An. Pemohon | Nomor $20702312520001 angeal 12 Februan
2013 yang dikeluarkan olch Kabupaten Sumbawa Barat telsh ditempel dengan
Materai secukupnya dan dmazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang
temyata cocok, diben tanda (P.2);

2. Fotokopt KTP An Pemohon II Nomor 5207025007640001 tanggal 08 Apnil
2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan
Materai secukupnys dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata cocok, diberi tanda (P 3),

3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.37289/X/2017 tanggal 12
Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel
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dengan Materni secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir
oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya
yang temyata cocok, diberi tanda (P.4).

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga

mengajukan bukti 2 (dus) orang saksi bemama Abdurrahman bin Makka dan
Kamaluddin bin Baho saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagm benkut

PmsnksimgaulePcmohonscbagmpuanwmiim.gm
merupakan tetangga Para Pemohon |

Para saksi mengetahui bahwa aqad nmikah dilaksanakan di Desa labuhan
Kertasan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 12
Juni 1987 secara Hukum Islam, wali nikah Bapak Pemohon 11 berwakil kepada
Kakak Pemohon 11 bernama Salehuddin dengan dua orang saksi yaitu H Nurung
dan H Raila dengan mahar berupa tanah kebun kelapa 5000 M2 dibayar tuna,

Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon | berstatus duda
cermt matt dan Pemohon 11 berstatus gadis,

Para saksi mengetahui bahwa pemikahan Para Pemohon dilakukan atas dasar
pamujmthcnmhonmmdamkmmutekmndmpMkmmpm

Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon | dan Pemohon II udak
mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki
hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat
menghalangi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon 11

Pama saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, Pars Pemohon telah hidup
mkmmkdumulidnkpamhbawnwkdlluumpundndcpm
Pengadilan,

Para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama scbagai suami istri tidak
ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

I, 4 &l ® Ponutapan [wmer RULRIPRP (30177 1105
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- Pam saksi mengetahui bahwa maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan
nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah:

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan
saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penctapan ini, maka hal-hal yang
lemwdnlanbaiumpasidmgmnmzplkmblgimymgmk!upmhkmdan
penctapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Mmimbang.buhmnuksx!dnnm;mpumolnnmh:?cmdxmadahh
scbagaimana tersebut di atas -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi  ketentuan Buku II (Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah
diumumkan selama 14 han yakns terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai
dengan 1anggal 30 Oktober 2017 dan temyata selama Pengumuman tersebur tidak
adnumptmpihakkmpymgmggukmkebcmmmmwinmm
Pemohon,

Memmbang, bahwa dalam surmt permohonannya Para Pemohon mendalilkan.
bahwa mercka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan
Hukum Islam pada tanggal 12 Juni 1987 dengan wali nikah Bapak Pemohon 1
berwakil kepada kakak Pemohon |1 bernama Salehuddin disaksikan oleh 2 orang
saksi dengan maskawin berupa tanah kebun kelapa 5000 M2 dibayar munai dun
slmpanikdmtawhntidnkpmuhmnmpamhhmnyatmkpcmd\
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah .

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas,
maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara a qou adalah
| BawhhmPanohontcluhmdnlmmhnpamhhmmhukmnlslmndm

terpenuhi syarat dan rukun nikah ?
2 Benarknhm?emotnnlidnkiadmlhalmgmmkummulanngnnumuk
menikah ?

Bhi 88 B Pamatugan Somr BIIIPRY 73011100 00
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3 Bawhhpun?anolmtdahludupmkundmdmmdnhmnnmhmngphinggn
telah dikarumm anak serta ndak pernah cerai 7

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung
oleh bukti PzdanPJsuukctummpu:uksldimdmgan.mlhlnms
dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah WArga negara yang tercatal secara
administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten
Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, maka permohonan lisbar Nikah adalsh termasuk salah satu perkara
Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan
oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang dikeluarkan oleh pejubat
panemmhansaunpuymgmcnamghnbahmhmhonlmlmdmgsmgkm
pernikahan dengan Pemohon 11 berstatus duda cerai mati pada tabun 1980 yang mana
wmd&munpumgammhmakmsuwstdmlmschnsehmggaobh
majelis hakim bukti tersebut dapat untuk dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, di
persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah
memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara Jelas akaq nikah yang
dilaksanakan secara syaniat Islam oleh Para Pemohon kesaksian mana diberikan di
bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman
mdhikruumukﬂtalibnmhnmgdulammaqadnﬂmhtmbul
bahkan menjadi saksi nikah, keterangan mana antars saksi yang satu dengan saksi
yang lannya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim
bapcndapnbahwak&ksunmsaksimxbmtchhmmuhlsyml formil dan
syarat materil, olch karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian |

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti vang
diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum scbagai berikut ;

- BahmPandmldnnPcmolmlllddtmhngsunghnpanihhmm

syari'at  Islam  dengan  wali  nikah Bapak  Pemohon I

el 0 et D Pvastupan N 8112 13017104 P12
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dengan maskawin berupa tanah kebun kelapa 5000 M2 dibayar tunai serta
dihadin oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa pemnikahan Pemohon | dan Pemohon [l tidak melanggar larangan
pernikahan,
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercammt pada KUA
Kecamatan setempat
Memmbang, bahwa berdasarkan fukta tersebut diatas, maka diketahui bahwa
perkawinan para Pemohon tersebut temyata dilaksanakan setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 schingga semestinya bertentangan dengan
penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) jucto
Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d)

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawman tersebut ndak termasuk
perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang
demikian itu adalah azaz keadilan, kemanfastan dan kepastian hukum rerutama bags
Pemohon 11 selaku isteri yang serning kali berada dalam posisi lemah dan juga
perlindungan hukum atas status dan masa depan anak vang dilahirkannya selama
perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesum ketentuan syanat Islam dan
Peraturan Perundang-Undangan |

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat
diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan sebagmimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18,
19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal S jo. Kompilasi Hukum
Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) buruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan
dalam kondisi yang memang bersifar eksepsional, oleh karenanya permohonan Para
Pemohon a guo dapat dikabulkan ;

I T dars ® Ponetupan N Q12T /0T PA T1G
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagmmana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
S0 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon namun
demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor 0112/PdtP2017/PA Tlg tangeal 07
Nopember 2017 Pam Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam
perkara ini karena miskin,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum
Islam yang berkaitan dalam perkara ini,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon selurubnya .

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Sattu Hasan bin H Hasan)
dengan Pemohon 11 (Satira binti Juma’) vang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
1987 di Desa Labuhan Kertasan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat:

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin,

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Miladiah
bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hinyah oleh kami H.YUSUPS.HM.H
scbagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.H.I dan RIDWAN S H.I masing-
masing scbagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh majels hakim tersebut dengan dibantu HERMAN,S.H. scbaga
Panitera Pengganti dengan dihadin oleh Para Pemohon,

1 0 e P Ponesnpas Nomer ARG FIITI0L T
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Hakim-Hakim Anggota

NURRAHMAWATY S H.I

RIDWANS H.I Paniters Penggant

HERMAN S H

Pertncian Biaya perkara nihil
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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